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Abstrak
Penyakit demam berdarah dengue (DBD) masih menjadi masalah di Kabupaten Indramayu. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi elemen-elemen priori-
tas kebijakan  pengendalian penyakit DBD di Kabupaten Indramayu menurut pakar berdasarkan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil peneliti-
an menunjukkan “strategi utama”  pengendalian penyakit DBD di Kabupaten Indramayu adalah peningkatan kesehatan lingkungan permukiman; “aktor uta-
ma pengendalian” ialah Pemerintah Kabupaten Indramayu; “faktor utama pengendalian” adalah lingkungan; “tujuan utama pengendalian” ialah Kabupaten
Indramayu bebas penyakit DBD; dan  “kriteria utama pengendalian” adalah jumlah dan mutu sumber daya manusia. Agar implementasi strategi pengendali-
an itu efektif maka Pemerintah Kabupaten Indramayu perlu meningkatkan kerja sama lintas program dan sektoral; dukungan teknologi, dana dan sarana pen-
didikan kesehatan lingkungan; mutu layanan Puskesmas; dan pengembangan tim pengendalian penyakit DBD dari tingkat Kabupaten sampai
Desa/Kelurahan.
Kata kunci : Pengendalian, DBD, AHP, kesehatan, lingkungan.
Abstract
Dengue haemorrhagic fever (DHF) still becomes health problem in Indramayu district. The objective of this research is to identify the priority elements of DHF
controlling policy in Indramayu district according to 35 experts using analytical hierarchy process (AHP).  The result of the research provides information that
the “main strategy” of DHF controlling is the improvement of healthy living environment; the “main actor” is the Government of Indramayu district; the “main
factor” is the environment; the “main objective” is zero DHF in Indramayu district; and the “main criteria” is the quantity and quality  of  human resources. Based
on this data, in order to implement  the main strategy effectively, the Government of Indramayu district should increase the inter-program and inter-institu-
tional cooperation; provide technological, funding, and facilities of  environment health education supports; increase the quality of Puskesmas services and
develop the DHF controlling team in all administrative level.  
Key words : Controlling, DHF, AHP, health, environment.
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Angka insiden DBD di Kabupaten Indramayu dalam
periode tahun 2004-2008 berturut-turut: 49,74; 26,09;
35,92; 60,26; dan 50,01 per 100.000 penduduk. Angka
tersebut relatif tinggi mendekati angka DBD nasional:
37,01; 52,10; 52,43; 71,78; dan 60,06. Sedangkan target
angka insiden DBD nasional tahun 2010 adalah 2 per
100.000 penduduk. Case fatality rate (CFR) DBD  dalam
periode 2004-2008, berturut-turut 2,76; 3,41; 5,74;
5,15; dan 4,89  per 100 penderita, relatif  lebih tinggi
dari CFR DBD  nasional berturut-turut 1,20; 1,36; 1,04;
1,01; dan 0,86. 
Penyebab DBD diduga berhubunganan dengan faktor
lingkungan,1-8 faktor kependudukan,1,9,10 faktor
layanan kesehatan,1 faktor nyamuk penular (vektor)
penyakit DBD,1,2 dan faktor mutu implementasi kebi-
jakan. Obat penyakit DBD belum ditemukan, demikian
pula vaksinnya; oleh sebab itu perbaikan kesehatan
lingkungan melalui  penyuluhan kepada masyarakat per-
lu dilaksanakan secara efektif dan kontinyu.1,11,12
Dampak positif pendidikan kesehatan bagi pengetahuan,
sikap, dan perilaku masyarakat dalam pencegahan DBD
adalah besar.13,14 Dalam rangka memperkaya bahan ma-
sukan dalam rangka analisis kebijakan pengendalian
penyakit DBD di Kabupaten Indramayu penulis melakukan
penelitian untuk mengidentifikasi elemen-elemen prioritas
kebijakan  pengendalian penyakit DBD menurut pakar.
Metode
Penelitian dilakukan pada bulan Mei sampai dengan
Oktober 2009 di Kabupaten Indramayu dengan metode
pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP).15
Prinsip kerja AHP adalah penyederhanaan suatu per-
soalan kompleks yang tidak terstruktur, stratejik, dan di-
namik menjadi bagian-bagiannya, serta menata dalam
suatu hierarki. Kemudian, tingkat kepentingan setiap
variabel diberi nilai numerik secara subjektif tentang ar-
ti penting variabel tersebut secara relatif dibandingkan
dengan variabel yang lain. Dari berbagai pertimbangan
tersebut, kemudian dilakukan sintesis untuk menetapkan
variabel yang memiliki prioritas tinggi dan berperan un-
tuk mempengaruhi hasil pada sistem tersebut. Adapun
ide dasar prinsip kerja AHP yaitu penyusunan hierarki,
penilaian kriteria dan alternatif, penentuan prioritas dan
konsistensi logis.15
Data primer untuk keperluan AHP didasarkan pada
elemen-elemen yang termasuk dalam struktur hierarki
antar elemen pengendalian penyakit DBD di Kabupaten
Indramayu, yaitu : level 1. Fokus yaitu Kebijakan pen-
gendalian penyakit DBD di Kabupaten Indramayu; level
2. Aktor yaitu (1) Pemerintah Kabupaten Indramayu, (2)
Pemerintah Kecamatan: Sindang, Indramayu, Jatibarang,
Terisi, Sukagumiwang, dan Tukdana, (3)Pemerintah
Desa/Kelurahan di Kecamatan Sindang, Indramayu,
Jatibarang, Terisi, Sukagumiwang, Tukdana, dan (4)
Lembaga Kemasyarakatan; level 3. Faktor yaitu lingkun-
gan, kependudukan, layanan kesehatan, dan vektor
penyakit; level 4. Tujuan yaitu (1) Kabupaten Indramayu
bebas penyakit DBD, (2) meningkatnya kenyamanan/ke-
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Keterangan Skor Penilaian :
Nilai Skor Keterangan
1 Elemen yang satu dengan elemen yang lainnya sama penting
3 Elemen yang satu sedikit lebih penting (agak kuat) dibanding elemen yang lainnya
5 Elemen yang satu lebih penting (lebih kuat pentingnya) dibanding elemen yang lainnya
7 Elemen yang satu sangat penting dibanding elemen yang lainnya
9 Elemen yang satu ekstrim pentingnya dibanding elemen yang lainnya
2,4,6,8 Nilai tengah di antara dua nilai skor penilaian diatas
Gambar 1. Form Pengumpulan Data untuk Analitycal Hierarchy Process (AHP)
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tenteraman masyarakat, dan (3) meningkatnya produk-
tivitas kerja masyarakat; level 5. Kriteria yaitu (1)
Teknologi, (2) Dana dan sarana, (3) Jumlah dan mutu
sumber daya manusia, dan (4) Edukatif ; level 6. Strategi
yaitu (1) Peningkatan kesehatan lingkungan permuki-
man, (2) Peningkatan kesiapan hidup sehat masyarakat,
(3) Peningkatan layanan kesehatan kepada masyarakat,
dan (4) Pengendalian vektor penyakit DBD.
Responden penelitian ini, diambil dengan teknik pur-
posive sampling, yaitu pakar dari Departemen Kesehatan
Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Barat, dan Dinas/Instansi/Perguruan Tinggi di
Kabupaten Indramayu. Kepakaran ditetapkan menurut
tingkat pendidikan, kompetensi dan pengalaman berkai-
tan pengendalian penyakit DBD. Data dikumpulkan den-
gan teknik wawancara dan pengisian questionnaire (con-
toh form seperti tampak pada Gambar 1) kemudian   di-
analisis dengan menggunakan Soft ware Expert Choice
2000.15
Hasil
Berdasarkan pengolahan dan analisis data diperoleh
hasil bahwa berdasarkan “fokus” pengendalian penyakit
DBD di Kabupaten Indramayu, elemen terpenting pada
level 2 (aktor) ialah Pemerintah Kabupaten Indramayu
(nilai eigen 0,672), diikuti oleh Pemerintah kecamatan
(0,189), Pemerintah desa (0,081), dan Lembaga ke-
masyarakatan (0,058). Berdasarkan “aktor” pengen-
dalian penyakit DBD di Kabupaten Indramayu, elemen
terpenting pada level 3 (faktor) ialah lingkungan (0,448),
diikuti oleh kependudukan (0,381), layanan kesehatan
(0,090), dan vektor penyakit (0,082). Berdasarkan “fak-
tor” pengendalian penyakit DBD di Kabupaten
Indramayu, elemen terpenting pada level 4 (tujuan) ialah
Kabupaten Indramayu bebas  penyakit DBD (0,693), di-
ikuti oleh meningkatnya kenyamanan/ ketenteraman
masyarakat (0,162), dan meningkatnya produktivitas
kerja masyarakat (0,145).  Berdasarkan “tujuan” pengen-
dalian penyakit DBD di Kabupaten Indramayu, elemen
terpenting pada level 5 (kriteria) ialah jumlah dan mutu
sumber daya manusia (0,340), diikuti oleh dana dan
sarana (0,309), edukatif (0,274), dan teknologi (0,077).
Berdasarkan “kriteria”pengendalian penyakit DBD di
Kabupaten Indramayu, elemen terpenting pada level 6
(strategi) ialah peningkatan kesehatan lingkungan per-
mukiman (0,546) diikuti oleh peningkatan kesiapan
Gambar 2. Struktur Hierarki Antar Elemen Pengendalian Penyakit DBD di Kabupaten Indramayu
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hidup sehat masyarakat (0,234), peningkatan layanan ke-
sehatan kepada masyarakat (0,126), dan pengendalian
vektor penyakit DBD (0,093). Besar Consistency ratio
(CR) setiap  perbandingan berpasangan < 0,10; artinya
penilaian atau pembandingan berpasangan oleh seluruh
responden telah dilakukan dengan konsekuen atau kon-
sisten.15 Informasi mengenai keseluruhan elemen dengan
nilai  bobot  masing-masing adalah seperti tampak pada
Gambar 2. 
Pembahasan
Menurut responden, elemen terpenting pada level
“Aktor” ialah Pemerintah Kabupaten Indramayu.
Pendapat ini pada umumnya didasarkan pada pemikiran
bahwa desentralisasi bidang kesehatan yang luas dan
utuh diletakkan di kabupaten. Daerah diberi kewenangan
seluas-luasnya untuk menyelenggarakan upaya dan
pelayanan kesehatan dengan standar pelayanan minimal.
Pemerintah kabupaten bertanggungjawab mengelola
sumberdaya kesehatan yang tersedia di wilayahnya se-
cara optimal guna mewujudkan kinerja sistem kesehatan
wilayah. Dengan kata lain Pemerintah Kabupaten
Indramayu bertugas, berwenang, dan bertanggungjawab
dalam menganalisis kebijakan pengendalian penyakit
DBD. 
Elemen terpenting pada level “Faktor” ialah ling-
kungan. Pendapat ini didasari pemikiran bahwa faktor
lingkungan berpengaruh paling besar terhadap kesehatan
individu atau masyarakat.18 Penyakit DBD adalah
penyakit menular berbasis lingkungan; artinya timbul
dan mewabah  penyakit DBD pada prinsipnya dapat dice-
gah dengan metode perbaikan kesehatan lingku-
ngan.1,11,12 Secara empiris kondisi kesehatan lingkungan
Kabupaten Indramayu pada umumnya belum sepenuh-
nya sesuai dengan yang diinginkan. Elemen terpenting
pada level “Tujuan” ialah Kabupaten Indramayu bebas
penyakit DBD. Tujuan ini didasarkan pada visi dan misi
Pemerintah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu;
dan juga mengacu pada target IR DBD nasional pada
tahun 2010 adalah 2 (dua). Elemen terpenting pada level
“Kriteria” ialah jumlah dan mutu sumber daya manusia.
Pendapat ini juga didasarkan pada visi dan misi
Pemerintah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu
serta pemikiran bahwa masyarakat adalah subyek dan
obyek pengendalian penyakit DBD. Keberhasilan pen-
gendalian penyakit DBD sangat tergantung pada tersedi-
anya sumber daya manusia di Puskesmas sesuai kebu-
tuhan. Elemen terpenting pada level “Strategi” ialah pe-
ningkatan kesehatan lingkungan permukiman. Pendapat
ini didasari pemikiran bahwa dengan terwujudnya
lingkungan permukiman yang sehat akan berdampak
positif terhadap pengurangan jumlah tempat perindukan
nyamuk Aedes aegypti (TPN) hingga nol. 
Berdasarkan hasil analisis pendapat pakar tersebut
berikut ini dikembangkan pokok-pokok pikiran dalam
rangka penetapan kebijakan pengendalian penyakit DBD
di Kabupaten Indramayu yaitu: (1) pengendalian penya-
kit DBD merupakan bagian integral dari program pem-
bangunan kesehatan di Kabupaten Indramayu; (2)
pengendalian penyakit DBD diselenggarakan dalam
kerangka desentralisasi untuk mewujudkan otonomi
daerah bidang kesehatan; (3) pengendalian penyakit
DBD perlu didukung dengan peningkatan perilaku hidup
bersih dan sehat melalui penyuluhan kesehatan
masyarakat yang bermutu tinggi; (4) pengendalian
penyakit DBD harus berorientasi pada tujuan, bersifat
holistik, dan efektif. Selanjutnya, dalam rangka imple-
mentasi kebijakan tersebut perlu dikembangkan
langkah-langkah operasional mulai dari tingkat kabupa-
ten sampai tingkat RW/RT, mencakup: (1) peningkatan
kerja sama lintas program/sektoral, serta pengem-
bangan/pembentukan Tim Koordinasi Pengendalian
Penyakit DBD tingkat Kabupaten/Kecamatan/
Desa/Kelurahan; (2) perumusan pokok-pokok kegiatan
serta uraian tugas masing-masing anggota tim; (3)
pengembangan/pembentukan Tim Pelaksana
Pengendalian Penyakit DBD Tingkat RT/RW serta peru-
musan pokok-pokok kegiatan tim dan uraian tugas mas-
ing-masing anggota; dan (4) monitoring, evaluasi, dan
pengembangan program. 
Kesimpulan
Hasil penelitian menunjukkan strategi utama pengen-
dalian penyakit DBD di Kabupaten Indramayu ialah pe-
ningkatan kesehatan lingkungan permukiman dengan
kriteria utama berkembangnya jumlah dan mutu sumber
daya manusia sesuai kebutuhan sehingga mampu  mewu-
judkan tujuan utama yaitu Kabupaten Indramayu bebas
DBD. Aktor utama pengendalian ialah Pemerintah
Kabupaten Indramayu yang berorientasi pada faktor uta-
ma pengendalian yaitu  lingkungan. 
Saran
Dalam  rangka analisis kebijakan pengendalian
penyakit DBD secara lebih efektif, Pemerintah
Kabupaten Indramayu seyogyanya memanfaatkan dan
mengembangkan hasil penelitian ini sesuai dengan situ-
asi dan kondisi di daerah.
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